
GUBERNUR LAMPUNG
 

KEPUTUSAN GUBElUiUR LAMPUlfG
 
NOMOR: G/ 70 /,IV.Ol/HK/2017
 

TENTANG 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVDfSl
 
LAMPUlfG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUKGAl'f
 

PEMERIl'ITAH PROVIl'ISI LAMPUlfG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 
SE-PROVIl'ISI LAMPUlfG TABUK 2017
 

GUBElUiUR LAMPUlfG, 

Menimbang a.	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan 
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 
Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 2017; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya 
dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, 
dan berhasilguna, perlu disusun Program Kerja Pengawasan 
Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah eli Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi 
Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubemur 
Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

2.	 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 

3.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

5.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tabun 2016 
tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerab 
Tahun 2017; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tabun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA 
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVIRSI LAMPUNG 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
L1NGKUNGAN PEMERlNTAH PROVIRSI LAMPUNG DAN 
PEMERlNTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG 
TABUN 2017. 

Arab Kebijakan Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tabun 2017, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

Program Kerja Pengawasan Tabunan Inspektorat Provinsi 
Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerab di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
se-Provinsi Lampung Tabun 2017 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Keputusan ini. 

Dalam me1aksanakan Program Kerja Pengawasan Inspektorat 
Provinsi Lampung Tabun 2017, agar menyampaikan laporan 
hasil pelaksanaan Program Kerja dimaksud kepada Gubernur 
Lampung. 

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dalam 
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan 
Kode Rekening 1.20.1.20.06.20. 

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi 
Lampung. 
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KEENAM	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan 
apabila dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal :1.D Januari 2017 

M.RI 

Tembusan 
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
2. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung; 
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta; 
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung; 
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbeturrg; 
6. Inspektur Kabupaterr/Kota se-Provinsi Lampung. 
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LAMPlRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/ 7D /rv.Ol/HK/2017 
TANGGAL: 2(J _ :J. _ 20 I 7 

ARAB KEBlJAKAl'f PElfGAWASAN IlfSPEKTORAT PROVllfSI LAMPUlfG
 
DI LINGKUNGAR PEMERIlfTAH PROVlllSI LAMPUl'IG TAHUl'f 2017
 

Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk 
menjamin penyelenggaraan Pemerintahan berjalan efektif, efisien sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan 
umum, pengawasan teknis dan pembinaan, dan pengawasan Kepala Daerah 
terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan 
prioritas sebagai berikut : 

I.	 Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 
Provinsi dan Kabupatenj'Kota : 
a.	 Pembagian Urusan Pemerintahan 

Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) 
sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

b. Keuangan Daerah 
I) Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah 
2) Kebijakan manajemen kas daerah 
3) Kebijakan pengelolaan hibah dan bantuan eosial 
4) Kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa 
5) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya 

c.	 Perencanaan Pernbangunan Daerah
 
1) Konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran
 
2) Pengendalian tata ruang
 
3) Evaluasi capaian target pembangunan daerah
 

d.	 Pelayanan Publik Daerah
 
1) Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan
 
2) Pelayanan perijinan bidang mineral dan batu bars
 

e. Kebijakan Daerah 
1) Prosedur penyusunan produk hukum daerah 
2) Inovasi daerah 
3) Tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh 

pemerintah 
4)	 Penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak Ianjut peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

f.	 Kepegawaian Daerah
 
1) Penerapan sistem seleksi terbuka untukjabatan tertentu
 
2) Penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi
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3)	 Pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam 
Kebakaran dan Pelatih Masyarakat. 

2.	 Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : 
a. Pemerintahan Daerah Provinsi 

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan provinsi 
bertujuan untuk mayakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah 
dilaksanakan ketentuan perundang-undangan, meliputi : 
1) Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas : 

a) Program Indonesia Pintar 
b) Kurikulum 2013 
c) Peningkatan mutu guru 
d) Pendidikan vokasi menengah berbasis keahlian tertentu 

2)	 Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas : 
a) Gerakan masyarakat sehat 
b) Jaminan kesehatan nasional 

3)	 Urusan pemerintahan bidang pekeIjaan umum dan tata ruang, 
dengan prioritas 
a) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan 

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 (seribu) hektar 
sampai 3000 (tiga ribu) hektar dan daerah irigasi lintas daerah 
kabupaterr/kota 

b) Penyelenggaraan jalan provinsi 
c) Penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi 

4)	 Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, 
dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan 
pemukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di 
bawah 15 (lima belas) ha. 

5)	 Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum 
serta perlindungan masyarakat dengan prioritas 
a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas 

daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 
b) Penanggulangan bencana provinsi 
c) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran 

6)	 Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas
 
a) Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 
b) Penertiban pengumpulan sumbangan dan undian
 
c) Penanganan warga negara migran korban kekerasan
 
d) Penanganan korban NAFZA
 
e) Fungsi panti sosial, anak terlantar dan fakir miskin
 

7)	 Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas 
a) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 
1:» Pelatihan tenaga kerja 
c) Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja 
d) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi 
e) Penertiban perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 

(satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi 



-6­

8)	 Urusan pemerintahan bidang pernberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, 
analisis dan penyajian data gender dan anak dalarn kelernbagaan 
data di tingkat daerah provinsi. 

9)	 Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan 
infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada 
berbagai sektor sesuasi kewenangan daerah provinsi. 

10) Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas 
penempatan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan provinsi. 

11) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan prioritas 
pencegahan, penanggulangan dan pemu1ihan pencemaran kerusakan 
lingkungan hidup lintas daerah kabupaterr/ kota dalarn 1 (satu) 
provinsi, 

12) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil dengan prioritas 
a) Penyusunan profil kependudukan provinsi 
b) Pengelolaan Kartu ldentitas Anak (KIA) di provinsi 

13) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 
dengan prioritas 
a) Pembinaan dan pengawasan Gubernur terhadap dana desa 
b) Fasilitasi kerja sarna antar desa dari daerah kabupatenj'kota yang 

berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi 

14) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah 
dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjarn untuk 
koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaterr/ kota 
dalam 1 (satu) daerah provinsi. 

15) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan 
prioritas 
a) Pemberdayaan terhadap pemuda pelapor provinsi, wirausaha 

muda dan pemuda kader provinsi 
b) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi 

16) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas 
a) Pelestarian dan diplomasi kebudayaan 
b) Memacu gerakan standarisasi bahasa indonesia sebagai bahasa 

pendidikan dan ilmu pengetahuan 

171 Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan 
prioritas 
a) Pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan dan pengawasan 

sumberdaya perikanan 0 sarnpai dengan 12 mil di luar minyak 
dan gas bumi 

b) Penataan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan 
berukurabn di atas 5 GT sampai dengan 30 GT 
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18) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas 
pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang 
berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di 
Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DK! Jakarta, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. 

19) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral, 
dengan prioritas 
a) Penempatan dan penertiban wilayah izin usaha pertambangan 

mineral bukan logam dan bantuan dalam 1 (satu) daerah provinsi 
dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 

b) Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah 
kabupaten/kota dalam l(satu) daerah provinsi 

c) Penertiban izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha 
milik negara 

d) Penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada 
penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi 

20) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas 
a) Ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di tingkat daerah 

provinsi 
b)	 Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol 

toko bebas bea dan rekomendasi penertiban SIUP-MB bagi 
distributor 

c)	 Penertiban surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya 
pengencer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan 
berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan 
peIabelan bahan berbahaya eli tingkat daerah provinsi 

21) Urusan pemerintahan umum, dengan prioritas
 
a) Ideologi wawasan kebangsaan
 
b) Pemantauan, perkembangan politik di daerah
 
c) Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan
 

b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1)	 Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas
 
a) Program Indonesia Pintar
 
b) Kurikulum 2013
 
c) Peningkatan mutu guru
 

2)	 Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas
 
a) Gerakan masyarakat sehat
 
b) Jaminan kesehatan nasional
 

3)	 Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 
dengan prioritas 
a) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan 

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 
(seribu) ha dalam 1 (satu) daerah kabupaterr/kota
 

b) Penyelenggaraanjalan kabupatenj'kota
 
c) Penyelenggaraan penataan ruang kabupaterr/kota
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4)	 Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan 
pemukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas 
kawasan pemukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 

5)	 Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum 
serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas 
a) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 

1 (satu) daerah kabupaten/kota 
b) Penanggulangan bencana kabupatenjkota 
c) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelarnatan, dan 

penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam 
daerah kabupateri/kota 

d) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran 

6)	 Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas 
a) Komunitas Adat Terpencil (KAT) 
b) Penertiban pengumpu1an sumbangan dan undian 
c) Penanganan warga negara migran korban kekerasan 
d) Penanganan korban NApzA, 
e) Fungsi panti sosial, anak terlantar dan fakir miskin 

7)	 Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas 
a) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja 
b) Pelatihan tenaga kerja 
c) Pembinaan 1embaga pe1atihan kerja swasta 
d) Pengesahan RPrKA perpanjangan yang tidak mengandung 

perubahan jabatan, jum1ah TKA, dan Iokasi kerja dalam 1 (satu) 
daerah provinsi 

8)	 Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengo1ahan, 
analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan 
data di tingkat daerah kabupaten/kota. 

9)	 Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan 
infrastruktur dan se1uruh pendukung kemandirian pangan pada 
berbagai sektor sesuasi kewenangan daerah kabupaten/kota. 

10) Urusan pemerintahan bidang 1ingkungan hidup, dengan prioritas 
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau 
kerusakan linglrungan hidup daerah kabupaterr/kota. 

11) Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil dengan prioritas : 
a) Penyusunan prom kependudukan kabupaterr/kota 
b) Pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaterr/kota. 

12) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 
dengan prioritas : 
a) Pembinaan dan pengawasan Bupati/Walikota terhadap dana desa 
b) Fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 (satu) daerah 

kabupaterr/kota. 
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13) Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah 
dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk 
koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. 

14) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan 
prioritas 
a) Pemberdayaan terhadap pemuda pelapor kabupaten/kota 
b) Pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah 

kabupatenj'kota 

15) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas 
a) Pelestarian dan diplomasi kebudayaan 
b) Memaeu gerakan standarisasi bahasa indonesia sebagai bahasa 

pendidikan dan ilmu pengetahuan 

16) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan 
prioritas 
a) Pemberdayaan nelayan keeil dalam daerah kabupaten/kota 
b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Ternpat Pelelangan Ikan (TPI) 

17) Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan prioritas 
pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang 
berkelanjutan dan penjaringan wisatawan sebanyak 20 juta orang di 
Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DK! Jakarta, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. 

18) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral, 
dengan prioritas pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi 
dalam daerah kabupaten/kota, 

19) Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas 
a) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga di 

tingkat daerah kabupaten/kota 
b) Penertiban surat izin pengelolaan pasar rakyat, pusat 

perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan 
c) Penertiban tanda dafter gudang, dan surat keterangan 

penyimpanan barang (SKPB) 

3.	 Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah 

a.	 Pengawasan Keuangan dan Kinerja 
Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pemimpin 
perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-Iangkah 
perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat 
memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnaya, 
dengan prioritas : 
1) Aspek keuangan 

a) Pengelolaan pajak dan retribusi daerah 
b) Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas 
e) Pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa 
d) Pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial 
e) Pengelolaan manajemen kas di bendahara 
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2) Aspek pengelolaan barang milik daerahfsarana dan prasarana 
a) Pengelolaan persediaan 
b) Pengamanan{sertifikasi aset daerah 
c) Pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D 

3)	 Aspek pengelolaan sumber daya manusia 
a) Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara 
b) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara 
c) Pembinaan jabatan fungsional tertentu 
d) Pembinaan karir Aparatur Sipil Negara 

4) Aspek tugas pokok dan fungsi 
a) Pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang­

Undang 23 tahun 2014 t.entang Pemerintahan Daerah 
b) Pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan 

daerah 
c) Evaluasi target capaian kinezja instansi 
d)	 Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan 

dan penganggaran 

b.	 Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat 
Pemeriksaan daerah dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat 
bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan 
oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya 
pelayanan atau perlakuan kebijakan pemerintah daerah yang tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perneriksaan 
dalam rangka penanganan pengaduan rnasyarakat dilakukan mela1ui 
pemeriksaan khusus dengan prioritas : 
1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme 
2) Penyelahgunaan wewenang 
3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat 
4) Pelanggaran disiplin pegawai 

c.	 Kegiatan Reviu 
Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan 
terbatas bahwa dokumen{laporan yang disajikan telah disusun 
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan 
sesuai dengan standar yang dit.etapkan oleh pemerintah, dengan 
prioritas: 
1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah 
2) Reviu Laporan Keuangan 
3) Reviu Laporan Kinezja lnstansi Pemerintah 

d.	 Kegiatan Evaluasi 
Kegiatan evalusi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas 
mutu dan capaian pelaksanaan klegiatan yang t.elah dilaksanakan, 
dengan prioritas : 
1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) 
2) Evaluasi Tindak. Lanjut Hasil Pengawasan 
3) Evaluasi Pelaksanaan Program Strategi Nasional 
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e.	 Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas 
1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis 

akruaI 
2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan 
3) Penyusunan Standar OperasinaI Prosedur di bidang pengawasan 
4) Koordinasi program pengawasan 

4.	 Pengawasan terpadu dengan Inspektorat .Jenderal Kementeriarr/Inspektorat 
Utama/lnspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementeriaan dan 
Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten/Kota, dengan prioritas : 
a. Pengelolaan perijinan sektor mineral dan batu bam 
b. Tata kelola sektor kehutanan. 

GUBERInJR LAMPUNG, 
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LAMPIIlAN n : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 
TANGGAL: 

: GI fb 
~

IIV.011\lKl2017 
J" 2017 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG 

PADASATUAN KERJA PERANGKAT DAERABDI LINGKUNGAl'I PEMERINTAHPROVINSILAMPUNG 
DAN PEMERINTAH KABUPATENIKOTA SE·PROVll'lSILAMPUNG TABUN1017 

OBYEk PEMERIKSAAN APFP 
JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2017 

NO 
Oee 

K818ranlllln 
Jan Feb Mart Apr Mal Junl Jull Agt sept Okt Noy 

I SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DANSEKRETARlAT DPRIl I I I IA I1je<l Kom oAGRI 
I I I I 8.11je<l Kom estlU 

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi oaerah X1.1 A 
C.Itjen __ 

2. Biro Hukum A X O.ltjInKom_ 
3. Biro Organisasi X2 A E. tIjen I<elnItntItlWllHK 
4. Biro Perekonomian )(2. I I I F.1tjenKom p~ 

5, Biro Administrasi Pembangunan XU A G.11je<l Kom ......... _ 

6. Biro K....j8hlefa8n Rakyat XU I I I xi' H.ItjenKern_ 
7. BiIOUmum X3 A X3 I. IIIen K.m De88,PDT & TI'bI 
8. BiroPeltengkaoan A X4.1 
9. Biro HumssdanProtokol I X3 J..... KomPUf'R 
10. Sek_ri81 DPRO X2. A XU 

1<. ....-­L Iljen Kom QlIOud 
M...... KernFU8M Tek& Diled 

II INSPEKTORAT.lIADANDAN LEMBAGio TEKNIS N.1tjenKern$oOIBI 
1. 100psktoralPrvvlnal A O,Iijen KernP.IfwIulI. 
2. Ilsdan PerencsnsanPembengunsn Daer8h (BAPPEDA) XU A XU XU P. Kom KoperaI'" UMKM 
3 Badan Keuangan Daelllh I X3 A X3 Q.KemPPA 
4. Baclan PendajlatanD8er0h X'.I I I I X4.1 R. KItrn AcfIrIlI &1_ Ruano 
5. Baclan ian OIIonIh X3 A X3 S. _ P"""'""'""­
6. Badan Pengembangan SumberdBya Manusia Oaersh X2.3 A X2. X-1nepe1ltDNl: '''''''''1 
7. Baclan Penelitian dan Penoembangan Daerah I A X4.3 V.8PICP 
8. Baclan Penanggul.ngan Bencanaoaerah X4.2 I 
9. Badan P«1ghUbung )(2.' 
10. Baden Kaeatuan Bang.. dan Politik Xl.2 I 
I I. Satuan Polio; Pamong Praia X3 X3 
12. Rumah SakitAbdul MoeIoel< Xl. XU 
13. Rumah SakitJiwa I Xl.l I XU 

I I I I 
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JADWAL PEMERlKSAAN TAHUN 2017 
NO OBYEK PEMERIKSAAN APFP 

Jan Fab Mart Apr Mel Junl Jull Agt Sept Okt Noy On 
Klttel'llngan 

III DlNAI • OINAll 

t. DIna. Pendidbn dan K_yun 
I 

X3 
I 
I 

I 
lei 

I 
L 

I 
I 

XR. ...... ______ 

2. Oinaa Kasehalan K xu Xl.1 IXI.. E_LAIOP 

3. Dinaa Pekeljalln Urnumdan I'enalaan Ruang X2.1 I X2.1 I )($. EV81U811 SplP 

4. DIna. perumshandan I<aNaaan PernUkimsn X4.1 I X4.1 

5. Dina. Sosial X3 X3 I 
6. Dinaa TenagaKarja dan Tranamigraoi I Xl. 1 Xl.l I 
7. DIna. Pambef<l8Yaan Perempuandan PeJtlndungan Anal< 
8. DinesKetah8nan Pengan 

X2.1 
X2.3 

Q 
X2.3 

X2.1 Co-.:ElPi<P ___ 

9. DinasL1ngkung&n Hidup 
10. Dinaa i<apandudukan dan Pet_ Sipil 
11. Oinaa Pambeldayun Maayarakat dan Dass 

X4.1 

A 
Ix, 

X2.3 

PwIgl1WU8nael8lllna

--..--"""
~ fLPNK lBRIit 

". Dinaa par!lubU!1gan X2.l XU 
12. Dina. KomunIkasi, Inloonasi dan Stati.tik Xl. 
13. I>inaa Koparasi, UsahaMikro Kedl dan Monengah p XU X. InapektJ:nt Provln,i 

14.Dinas Penansman Modaldan Pelayanan TerpadlJ Setu PinbJ X1.1 A XU X1. IrMmrrill 
15. Din.. Pemuda dan Dishrags X4.2 S X4.2 X2. Iro.nwllI 
16. DInaa P""","",kaan dan l<aarolpan I X3 X3. lro.nwil III 
17. Din.. Kalauatan dan Pankonan XU I X4.2 X4 lr1>onwt 1\1 
18. 0;_ Pariwiaata X2,1 0 1X2.11 
19.DinasTana",," Pangandan HortikultUra XU 0 I I I XU 

20. Dinas PerkebLlnan dan Petemakan XU X4.3 I 
21. Dine ~ngan X2.2 XU 
22. DinasKehUtanan XU XU 
23. DinasEnergi dan SumbefdayaMinel1ll X3 X3 
24. DinesPerinduStrian X4.l XU 

I 
I 

IV. Pemeriksaan SMI\ISMKKabtl_ X3 X3 Xl X4le1 X3 Xl X3 
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V KABUPATEN I KOTA 
JADWAL PEMERIKSAAN TAHUN 2017 

Ket8rangan 
Jan Feb Mart ADr Mel Junl Jull AoI SeD! Ok! Nov Des 

1. KoteBandarLempung )(2.1.2.3 

2. KOlaMotro X3.1.2.3 

3. Kabupaten La.mpung Selatan X2.1.':1.3 

4. Kabupaten Lampung Tlmur )(2.1.2.3 

5. KabUpa1en Lampung Tengah Xl.1.2.3 

6. KabupatBn Lampung lJt&re X3.1.2.3 

7. Kabupaten Mesujl )(2.1.2.3 

8. Kabupaten Lempung BllClt X4.1.2.3 

9. Kabupaten Tanggamus X4.1.2.3 

10.Kabupaten Prings&Wu X1.1.2.3 

11.Kabupaten Tulanljl B8wlng Baret X3.1.2.3 

12.Kabupaten Tulang Bawang X4.1.:/.3 

13.Kabupaten PHawaran Xl.1.2.3 

14.Kabupat9l"l Way Kanan X1.1.2.3 

15.Kabupaten Peslslra.rat X3.1.2.3 

I 

, \ 

< 

( 
\ 


